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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pengadaan PNS sesuai syarat sehat jasmani dan rohami bagi 

penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Sleman belum 

terlaksana secara optimal sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang nomor 

8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, mengingat masih ada 

beberpa faktor yang dalam praktiknya menyebabkan tidak 

terlaksananya pengadaan formasi PNS bagi penyandang disabilitas, 

pertama, karena adanya kebutuhan formasi prioritas yang harus 

diprioritaskan sehingga tidak dibuka kuota formasi bagi penyandang 

disabilitas. Kedua, karena tidak ada peserta penyandang disabilitas 

yang mendaftarkan diri sehingga kekosongan formasi penyandang 

disabilitas tersebut akan terisi oleh formasi umum. 

2. Kendala yang dialami oleh para pihak dalam pengadaan PNS sesuai 

syarat sehat jamani dan rohani bagi penyandang disabilitas perempuan 

di Kabupaten Sleman berbeda-beda. Kendala tersebut adalah tidak 

adanya peserta yang mendaftarkan diri melalui jalur penyandang 

disabilitas karena tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan padahal 

sebenarnya pekerjaan tersebut bisa dilakukan untuk penyandang 
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disabilitas. Kendala lainnya kurangnya fasilitas kesehatan yang dapat 

dijangkau untuk mendapatkan surat keterangan sehat disabilitas dari 

dokter, karena ketika mempersiapkan berkas surat keterangan dokter 

sehat disabilitas, selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya dana 

yang digunakan untuk memadai pelaksanaan program-program dalam 

rangka pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan penyandang 

disabilitas. Adapun solusi yang diberikan atas kendala tersebut adalah 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan membuat regulasi serta 

mengevaluasi peraturan terakait syarat sehat jasmani dan rohani yang 

tercantum dalam syarat pendafaran sekolah, Pemerintah Daerah harus 

menganggarkan anggaran yang besar agar program-program dalam 

melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas 

Perempuan dapat terlaksana secara optimal dan terakhir Pemerintah 

Pusat harus membuat regulasi yang mengatur mengenai pemberian 

sanksi kepada instansi atau pemerintah apabila kuota alokasi 2% 

formasi yang disediakan bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sleman seharusnya lebih 

mengoptimalkan pengadaan PNS bagi penyandang disabilitas 

perempuan agar hak-hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi 
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sehingga mereka bisa menunjang kehidupan mereka dan mewujudkan 

kesejahteraan bagi kaum penyandang disabilitas. 

2. Bagi Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia agar membuat 

regulasi terkait penjatuhan sanksi bagi Instansi atau Pemerintah Daerah 

yang tidak mengalokasikan dan memenuhi kuota formasi bagi 

penyandang disabilitas dalam Pengadaan PNS, bagi Pemerintah Daerah 

agar memberikan anggaran dana yang bisa memenuhi pembiayaan 

program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana 

Kab. Sleman setiap program Dinas P3AP2KB dalam rangka 

pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan penyandang 

disabilitas, sehingga program-program tersebut dapat terlaksana dengan 

baik, sehingga hak-hak perempuan khususnya perempuan yang 

menyandang disabilitas dapat terpenuhi dan mewujudkan kehidupan 

yang sejahtera bagi mereka,, bagi Pemerintah Kabupaten Sleman 

khususnya Dinas Pendidikan agar memberikan pemenuhan dan 

perlindungan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh 

pendidikan, seharusnya membuat peraturan terkait Sekolah Inklusif 

agar setiap sekolah di Kabupaten Sleman tidak mempersyaratkan 

ketentuan sehat jasmani dan rohani dalam penerimaannya, sehingga 

setiap penyandang disabilitas bisa memperoleh pendidikan yang layak 

untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dan bagi penyandang 
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disabilitas agar meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan 

menggali setiap potensi yang ada khususnya dalam bidang Pendidikan 

agar dapat memenuhi kualifikasi/syarat ketika akan mendaftarkan diri 

sebagai PNS sehingga hak-haknya dapat terpenuhi khususnya untuk 

mendapatkan pekerjaan menjadi PNS. 
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